MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 15/MBU/11/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR PER-06/MBU/04/2015 TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan pimpinan tinggi
secara terbuka di lingkungan Kementerian Badan Usaha
Milik Negara telah ditetapkan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2015
tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan
Usaha Milik Negara;

b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan
Sumber Daya Manusia pada jabatan pimpinan tinggi di
lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara,
serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi
Aparatur Sipil Negara di dalam dan di luar lingkungan
Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka perlu
mengubah Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di

Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;




Mengingat

-

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik
Negara tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2015
tentang Persyaratan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian Badan

Usaha Milik Negara,;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4263);




Menetapkan

3.

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 76);

7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor
PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

MEMUTUSKAN :
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI BADAN
USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-06/MBU/04/2015
TENTANG PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal I

Mengubah Bab III huruf E angka 3 dalam Lampiran Peraturan

Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

06/MBU/04/2015 tentang Persyaratan Pengisian Jabatan

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, menjadi sebagai berikut:

“3. Memiliki pengalaman melaksanakan penugasan sebagai
Direksi atau Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada
BUMN/anak perusahaan BUMN/joint venture/BUMN
Minoritas, kecuali untuk jabatan tinggi pratama
di lingkungan Sekretariat Kementerian BUMN, jabatan
tinggi pratama Inspektorat, jabatan tinggi pratama
data dan teknologi informasi, dan jabatan tinggi pratama

pelayanan hukum.”

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2015

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA

ttd.

RINI M. SOEMARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1732

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Kepala Biro Perencanaan, Sumber

NIP 196912311996031001




